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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR PM 82 TAHUN 2017
TENTANG
PROSES BISNIS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

—

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara diamanahkan
bahwa Kementerian harus menyusun Peta Proses Bisnis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Proses Bisnis di

Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
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10.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1245);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan
Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 63);
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11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun
1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah
Pelayaran;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROSES
BISNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

a. Proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas kerja
terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan
keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

b. Identifikasi proses bisnis merupakan kegiatan yang
mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti,
mendaftarkan, mencatat data dan informasi serta
menetapkan nama dan kode proses bisnis.

c. Peta proses Dbisnis merupakan diagram = yang
mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis.

Pasal 2
Proses bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf ¢ wajib digunakan sebagai dasar penyusunan standar
operasional prosedur, standar pelayanan, penataan organisasi
dan uraian jenis kegiatan jabatan di Lingkungan Kementerian

Perhubungan.

www.peraturan.go.id



